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PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2017/PA.Msb.
Z A= 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara

cerai gugat, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat

kediaman di Dusun ... , Desa
s, K@CAamatan Sukamaju, Kabupaten

Luwu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah

Dasar, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lorong

cevveeeeneeney DBS@ it ety
Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagat
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20

September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba

dengan Nomor 515/Pdt.G/2017/PA. Msb., telah mengemukakan hal-hal sebagat

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamti istri sah yang menikah pada
tanggal 12 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan
Akta Nikah Nomor 123/10/1V/2012, tanggal 12 April 2012;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian
antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniat
1 (satu) orang anak bernama : ........covvveneccneene(l@hir 23-04-2013) anak
tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis namun setelah dua tahun membina rumah tangga mulai muncul
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum
minuman keras yang tidak bisa dihilangkannya;

5. Bahwa Tergugat juga selalu cemburu yang tidak jelas dan tidak beralasan
serta sifat egois yang selalu menyalakan Penggugat;

6. Bahwa sejak saat itu juga Tergugat selalu marah marah kepada Penggugat
meskipun hanya masalah kecil dan apabila memarahi Penggugat, Tergugat
tidak bisa menahan diri sehingga kata kata yang diucapkannya menyakitkan
hati Penggugat;

7. Bahwa demi kebaikan rumah tangga dan demi anak Penggugat masih tetap
bertahan dan bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat kepada
Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat hingga pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama 1 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak
mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan
untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat
memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Masamba cg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, ( )

terhadap PeNgQugat (cceecceseceeescencescesaenscssssassaesnes );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider :
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang
sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita
penggantt  Pengadilan = Agama  Masamba dengan relaas  nomor
515/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 26 September 2017 dan tanggal 6 Oktober
2017, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang
sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan
Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil
gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan = Sukamaju,  Kabupaten = Luwu  Utara, dengan  Nomor
123/10/IV/2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan
bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi | , pada pokoknya memberi keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sakst sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
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- Bahwa saksi pernah satu kali melthat Tergugat minum minuman
beralkohol dan pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1
(satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang, namun
hanya untuk menjenguk anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksil 1l . pada pokoknya memberi keterangan

sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniat 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat
dan sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1
(satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal
yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan

yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara
terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, @ bahwa  berdasarkan  relaas  panggilan = Nomor
515/Pdt.G/2017/PA. Msb, tanggal 26 September 2017 dan tanggal 6 Oktober
2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka
panggilan kepada Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi
dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada
orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat
dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg
perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada pokoknya
dapat disimpulkan, bahwa Tergugat minum minuman beralkohol, Tergugat
sering marah-marah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan
Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, sampai saat inj;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama

AN

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis
Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal int Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut
Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2012.
Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah,

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg;
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Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerat yang diajukan oleh
Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu
mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua
pihak untuk mengetahut sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan
berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat minum minuman
beralkohol, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun
lebth dan tidak saling memerdulikan lagi, pthak keluarga sudah berusaha
merukunkan namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat mengenat hal-hal
yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamti istri sah, menikah
pada tanggal 12 April 2012;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering minum

minuman beralkohol;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1
(satuu) tahun lebih;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Tergugat tersebut akan

dipertimbangkan sebagat berikut;
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suamt istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan majelis sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pthak, Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHl) menegaskan salah satu alasan perceraian
yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami
istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhti untuk terjadinya perceraian baik cerat talak
maupun cerai gugat diantaranya:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisthan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suamti istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,
Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta akibat dari perselisthan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, sampat saat ini, dan telah
diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun,
tapl upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

cara menasihati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
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sesuai ketentuan pasal 31 PP No. | Tahun 1975, dengan demikian maka unsur
ketiga juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah
(broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun
1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan perselisthan yang berkepanjangan salah satu
pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum lIslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan " lslam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berartt menghukum salah satu isteri atau
suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat
tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in

Shughra Tergugat kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah
Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka
Majelis Hakim  berpendapat perlu memerintahkan  Panitera  untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara int termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( )
terhadap Penggugat (ccccececcececseceennesuecsencesascenncnsanas )i

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan
salinan putusan int yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten
Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan int dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam
musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Miladhiyah
bertepatan dengan  tanggal 3 Shafar 1439 Hijriyah, oleh

Hakim Ketua, dan

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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Ketua Majelis yang dihadirt oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti yang

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Panitera Pengganti

eeccececcececceccecccsccsccecceccscsccsscsscnne

Perincian biaya perkara
1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :Rp. 360.000,-
4. Biaya redaksi :Rp.  5.000,-
5. Biaya materai :Rp.  6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empatratus lima puluh satu ribu rupiah)
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